
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR l S l 'AHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEOUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menlmbalig : a. bahwa guna memenuhi kelentuan Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka 
untuk memberij<an P~QfTian yang j!'llas dalam Qelayanan 
pemungutan pajak reklame, perlu meninjau dan merubah kembali 
Keputusan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Persyaratan, Mel(anl~e dan Prosedur Tetap Pemung_utan Pajak 
Reklame; · 

Mengingat 

b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu meoetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak 
Reklame. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan KotapraJa di Sumatera Selatan (Lembarliln 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lemb,aran Negara ~epublik lndon·esia Tahun 2-004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana ielah 
diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Untlang -Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ Nomor 126, 
Tambahan L-embaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Q9 tentang Pelayanan P1.1bllk 
(LembaFan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): 
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6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan 
Retribusi Daerati {Lembaran Ne_gat-a Republlk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tam6ahan Lembaran Negara Rept.iblik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daer-ah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tarribahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4737); 

8. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 T1;1hun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 200.0 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ke~ntraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Ko~a Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007; 

11 . Peraluran Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pemtiinaan dan Operasional Penyidik Pegawal Negeri Sipil 
(Lembaran Oaerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerinlah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola 
P~iembang T ahun 2()08 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor .9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Ke.rja Oinas Daerah 
Kota Palembang {Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2.o·oa Nomor 9); 

14. Peraturan Daerah KoJa P~lembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 
Nomor 14). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TE_NTANG PERSYARATAN, 
MEKANISME DAN PROSEOUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK 
REKLAMc. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang di111aksud dengan : 
1. Daerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerinlah Kota adalah .Pemenntah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. · 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Oinas Pendapatan Dae.rah Kota 

Palembang. 
6. Pajak Reklame adalah Pajak alas penyelenggaraan reklame. 
7. Kas Umum Daerah ada/ah Kas Pemerintah Kota Palembang. 
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8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya dislngkat BKP 
a9alah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kata Palembang. 

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas- tertentu dibidang pajak 
sesuai dengan peraturan peruri<;lal)g--1,mdarigan yang bertaku. 

10. Badan adalah sekunipulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesa!uan. baik yang melakukan usaha yang melip_uli pe~roan 
lerbatas, perseroan komanditer, perse~oan lainnya, ba·dan usah1:1 millk 
negara {BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama 
dan bentuk apapun, flrma, kong~i. koperasi, dana pengslun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi -atau badan, rneliputi pernbayar pajak, 
.pemotong pajak clan pemungut pa)ak yang mempunyal hak clan 
kewajlban perpajakan sesuai dengan kelenluan peraturan perundang
undangan perpajakan daerah. 

12. Masa Pajak a<;lalah Jaf'\gka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitun·g, menyetor dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

13. Surat Pernberitahuan Pajak Oaerah yang selanjutnya disingka~ SPT.PD 
adalah sural yang oleh WaJib Pa}ak d1gunakan unluk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pa~k dan/atau bukan 
obj,ek pajak dan/atau harta dan kewajloan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. ~urat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya diaingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakl.lkan dengan 
menggunakan formulir atau lelah dllakukan dengan cara lain ke Kas 
Umum Daerah melalui temp_at pembayaran yang •ditunjuk o(eh 
Walikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPOKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredil pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak. besamya sanksi administratif dan Jumlah 
p·ajak yang masih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak D_aerah Kurang Bayar Tambahan yang 
Sl:!lanjutnya disingkat SKPDKBT a,dalah Surat Ketetapan Pajak yang 
rnenentukan tarnbahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daer1:1h Lebth Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah Surat Ketet.apan Pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredil pajak lebih besar 
d_ari pajak yang terhutang atau ti.dak setiarusnya:terhutang. 

18. Surat Ketetapan Pajal< oaerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPUN' 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang rnenentukan jumlah pokok Pajak 
sama besamya dengan Jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dari tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD ·adalah 
surat untuk melakukan tagl han ·Pajak dan/atau sanksi adminitra.si 
berupa bunga dan/atau denda. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan tnenghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dllaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarl<an suatu standar pemeriksaan untuk rnenguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 9aerah dan/atau untuk 
tuj1,1an lain dalam rangka melak.sanakan ke\entuan pera1uran 
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 
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21. Penyidlkan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adafah sera·ngkaian 
tindakan yan,g dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Slpil yang 
selanjutnya disebul P.enyidik, untuk mencari serta mengumpulkan buktl 
yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak 
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

PELAKSANAAN PEMUNGlJTAN 

Pasa12 

(1) Setiap orang alau badan yang menyelenggarakan pemugutan f'ajak 
Reklame, dipungut Pajak Reklame oleh Wallkota melalui Dlnas 
Pendapatan Daerah. 

(2) Sesuai dengan tugas pokok dan fungs(nya, Oinas Pendapatan Daecah 
ditetapkan sebagal unit kerja yang melaksanakan proses penelltian 
adminlstrasi dan penelitlan teknis dalam rangka pemungutan Pajak 
Reklame sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap 
yang c;liatur c;lalam Peraturan lni. 

Pasal3 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran Pajak Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .2. dapat disesuaikan dalam 
Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak d.iterimanya permohonan yang 
lengkap dan memenuhi syarat 

(2) Permohonan yang dapat dipr~s adalah pemiohonan yang telah 
dilengkapi persyaralan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permohonan yang dltolak karena tidal< memenuhl persyaratan 
administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada 
Pemohon secara lertulis dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja. 

Pasal4 

(1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diminta 
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan 
tentang Pemungutan Pajak Reklame. · 

(2) Setelah ditetapkan Keputusan Waliketa dimaksud, Kepala Dinas 
menerbitl'.(an Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

(3) Apabila Keputusan Walikota tentang Pernungutan Pajak Reklame 
sudah ditelapkan oleh WaJikota, Pemohon membayar Pajak Reldame, 
kemudian diterbilkan Petikan Ket~tap:an Pajak Rek!ame yang ditanda 
tanganl oleh Kepala Dlnas untuk dlsampalkan kepada Pemohon. 

Pasal5 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Reklame dari pendataan sarnpai dengan 
penagihan sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Oaerah. 

(2) Dalam hal kegiatan pen!1ataan, Dinas Pendapatan Daerah dapat 
melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang 
akurat dan uptodii1te dari Wajib Pajak sesual dengan peraluran 
perundang-undahgan yang berlaku. 



BAB Ill 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

Pasal6 
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(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan penyelenggara 
. Rekla~e. 

(2) Wajib Pajak harus mefaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan 
Daerah paling lambat 30 {tlga puluh) han sebelum kegial:an usahanya 
dimulai untuk dlkukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Kepala Oinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan 
Peiigukuhan Pengusaha Kena Pajak qan memberikan Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk 
diketahui umum. 

(4) Dlkecualfkan dari oojek Pajak Reklame adalah : 
a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bular'lan dan sejenisnya; 
b. L.abeVmerk produk ya,:i'g melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 
~jenis lainnya; 

c. Nania pengenal usaha atau profesi yang dipasang molekat pada 
bangunan tempal usaha atau profesi disefenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 
profesl tersebut;. 

-Cl. Dalam hal yang dipasa·11g melekat• sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4.) hurul c adalah menyatu dengan bangunan tempal usaha 
tanpa ada kontruksi lain. 

e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
Pernerintah Daerah. 

BAB lV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasa17 

(1) Oasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. 
(2) Dalam har reklame diselenggarakan oleh pihak· k.etiga, Nilai Sewa 

Rekla,:ne sebagaimana dimaksud pada ayal (1), ditetapkan 
berdasarkan nllai kontrak reklame. 

(3) Tarif Pajak ~ektame diletapkan sebesar 25 % (dua puluh fima 
persen). 

(4 ) Dalam ha\ rel.Jame diselenggarakon sendiri, nilaj scwa rddame 
sebagaimana dimaksud pa~a ayat (1), dihitung dengan 
memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, loka.si 
penempatan, waktu, jangka wak:lu penyelenggaraan. jumlah dan 
ukuran media reklame. 

(5) Oalam hal nilai sewa reklame. sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
tidak diketahuai dan/atau dianggap tfdak wajar, nilai sewa reklame 
ditetapka11 dengan menggunaka11 faktor-faktor seb.agaimana 
dimaksud pada ayat (4). 

(6) Gara perhilungan nilai sewa reklame sebagalmana dimaksud pada 
ayat (4), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : 
- Jenis reklame )( jumlah reklame )( indel<.s lol<.asi (nilai strategis) )( 

ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaFaan reklame. 
(7) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada 

ayat {2), ditetapkan oleh Wallkota. 
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Pasars 

Nilai sewa reklame sebajaimana d1maksud ayat (1) pasat 7 tercantum 
datam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini, didasarkan alas : 
a. Nilai Jual Objek Pajak Rek!ame; dan 
b. Nflai strategis pemasangan rek!ame. 

Pasal9 

(1) Nila, Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pasa! 8 
huruf a Perpturan irii, tercantum dalam lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkari• darl Peraturan frii, ditentukan oleh 
faktor--faktor sebagai berikut : 
a. Biaya pembuatan atau pemasangan reldame; 
b. Lamanya pemasangan reklame. 

(2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) 
pasal ini, ditetapkan se~ra periodik oleh Wallk9ta Palembang. 

Pasal10 

(1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagairnana dirnaksud 
pasal 8 huruf b Peraturan int ditent\Jkan oleh faktor-faktor : 
a. Lokasi; 
b. Luas Rek.lame; 
c. Sudut Pandang· Rektame: dan 
d. Kelas Jalan: 

(2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara ·periodik oleh Walikota 
Palembang. 

Pasal 11 

(1) Untuk menghitung nilai strategis petnas.angan reklame sebagaimana 
dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan ini, masing-masing faklor diberi 
bobot dan score. 

(2) Sobol sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dltetapkan dalqTI1 
prosentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berjl.rmlah 100 % 
(seratus persen). 

(3) Score ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai 
dari titik-tilik faktor. 

PasaI1 2 

(1) Nltai strategis ditiitung dari perkalian antara nilai tllik dengan harga 
titik. 

(2) Nilai titik diperoleh dengan menjumlah perkalian antara bobot dan 
score dli!ri seluruh faktor. · 

(3) Harga titik ditetapkan dalam rupiah. 

Pasa\13 

(1) Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi, S'alah salu titlk 
ditetapkan sebagaltltil< sfmpul. 

(2) Titik dimpul diberi nitai 100 °/o (seratus persen). 
(3) Nilai titik~titlk lalnnya dihitung dengan membagi antara nilai titik 

tersebut den·gan nllai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen). 
(4) Harga titik simpul drperoleh dari hasil lelang atau penet.apan secara 

jabalan. 



(5) Nilai strategis tif.ik simpuf ~ama deng·an har.ga litik simpul 
sebagaimana dimaksud ayal(4) pasal lni. 

{6) Nitai strategis 1itik lainnya dihitung dengan cara mer:igalikan antara 
nitai titik-titik sebagaimana dimaksud .ayat (3) pasal fni, dengan harga 
titik-tilik pada litik S!impul. 

Pasal 14 

Penetapan tabel lokasi. luas reklame, sudut pandang, kelas iatan. 
bobol dan score. dari ma~ing-masing faktor, tercantum dalam 
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Pasaf 15 

Penetapan nilai strategis lokasi pemasangan reklame untuk kawasan 
khusus, tercantum dalam lampiran Ill dan merupakan bagian yang 
tidak terpiS!~hkan dari Pera~ran ini. 

BABV 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 16 

(1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada Walikota tentang perhitungan 
pajak terutang dalam jangka waktu paling lambat 19 (se_puluh) harl 
setelah akhir rnasa pajak dehgan menggunakan SPTP0 yang diisi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), han,is mengambil 
sendiri SPTPD pada Dinas Pendapatan Daerah. 

(3) WaJib Pajak adalah Badan, maka SPTPD harvs ditanda tanganl oleh 
pengurus atau Direksi dan a·pabila diisi orang lain selain Wajib Pajak 
harus melampir1<.an Surat Kuasa Khusus. 

(4) SPPD yang qisampaikan langsung oleh Wajib Pajak kepada Dinas 
Pendapalan Daerah harus diberi landa bukli penerima oleh Petugas 
Dinas Pendapalan Daerah. 

(5) Kepada Dlnas atas wewenangnya berhak rnelakukan penelitian dan 
pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian SPTPD. 

BABVI 

PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK 

P-asal 17 

(1) Penetapan dan ketetapan pajak dlperhllur\gkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Setiap Wajib Pajak wajib mernbayar pajak terutang tid~.k tergantung 
pada adanya SKPD. 

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan 
SKPD. 

Pasal 18 

(1) Kepala Dinas berweilang melakukan pemeriksaan unluk n:ienetapkan 
jumlah pajak terutang dari hasil Pajak Reklame dalam rangka 
rnelaksanakan Peraturan inl. 

(.2) Untuk keperl1.1an pemeriks_aan Petugas Pemeriksa harus ~elengkapi 
dengan Su.rat Perintah Tugas dan harus memperlihatkan kepada Wajib 
Pajak yang di~riksa. 
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(3) Wajib PaJak yang dfperiksa wajib : 
a. Memperfiliatkan d_an atau meminjamkan pembukuen atau 

pencatatan dokumen lain yang berhubungc,1n dengan kegialan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memberikan kesempatan un~uk memasukl ruangan di tempat atau 
ruangan yang dianggap pei1u dari rnernberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 

o. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan 
pemeriksaan Kas (eas opnameJ. 

(4) Wajib Paj~ tidal< m~menuhi keWa}lban ~bagairnana dimaksud P.ada 
ayat (3). maka pajak - pajak terutang ditetapkan secara t.aksiran at.au 
jabatan. 

(5) Apablla dalam pengungk;apan pembukuan. pencatatan, atau dokumen 
lain serta tidak rnemberikaan keterangan yang diminla, Wajib Pajak 
yang terl<alt oleh suatu kewajiban untuk merahaslaka11nya, maka 
kewaj!ban untuk merahasiakannya ditiadakan alas peniiinlaan untuk 
keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

PasaI19 

'(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Reklame diperlukan kelerangan yang benar afau buldi yang ~h dari 
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiks-a. alas permintaan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Kepala 
Dinas, plhak ketiga tersebut harus mer'nberikan keterangan atau buktl 
yang diminla. 

(2) Dalam plhak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ten<att oteh 
kewajiban unluk merahas1akan, maka l<ewajiban untuk merahasiakan 
dllakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal20 

WaJikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat fllelakukan penyegelan ternpat 
usaha atau ruangan tertentu apabila : 
a. Wajib Pajak lidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 pada ayat (3). 
b. Wajib Pajak tidal< menyetorkan pajak terutang, sehingga dapat 

men1mbulkan ker1.1gian pada Daerah. 

BAB VII 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal 21 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk rnenghitung, inenyetor dan m~lapor11an pajak 
yang terutang. 

Pasal22 

Saat Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 



BAB VIII 

PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal 23 
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(1) Penetapan dan ketelapan pajak diperhilungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti . 

. (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksu.d pada ayaJ (1), dHelapkan 
pajak lerulang dengan periei:t,itan SKPD. 

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tldak atau 
kurang bayar setel~h lewat waklu paling lama ~Q (tJga puluh) hari sejak 
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi beropa bunga 2 o/o (dua 
persen) seb_ulan dan di lagih dengan menerbitkan STPD. 

BABIX 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal24 

(1) Pajak terutang 'harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 
(lima belas) bulan berikulnya dari masa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Pembayaran pajak terutan_g harus dilakukan dan disetor sekaligus atau 
lunas. · · 

BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK 

PasaJ 25 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan. keringanan 
dan penghapusan pajak kep,a_da Walikola melalui Dinas Pendapalan 
Daerah atas SKPD/STPD .untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/STPD. 

(2) Permohonan pengurangan, keriA'ga'rian, dan penghapusan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). den'gan membuat alasan-alasan 
yang jelas serta didukung dengan bul<ti yang sah sekaligus 
menyebutkan Jumlah pajak t13rutang menurut perhitungan Wajib Pajak. 

(3) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya permohonan harus membenl<an keputusan. 

(4) Apabila permohonan yang dimohonk.an olen Wajib Pajak, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Walikota belum memberikan keputusan, maka 
permohonan yang dlmohorikan dianggap dil<abulkan. 

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, ·atau menambah 
be~mya pajak yang terhutang. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan, 

Pas.il26 

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda bukli 
pembayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai dengan Sistem 
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 
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BABXI 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal27 

Sislem Pemungutan Pajak Reklame seoagaimana dimak$ud da~rn 
Pasal 2, ada 2 (dua) cara : 
1. Sistem Menghitung Sendiri (Ss/f Assesm~nt System) 

Yaitu Walib Pajak menghitung, mengisi· SPTPO dan menyetor sendiri 
pajaknya. 

2. Sistem Ketetapali (Official Assesment System) 
Yaitu Ketetapan Pajak Langsung ditetapkan o!eh Dinas Pendapatan 
Qaerah berdasarl<ari taksasl. 

B.AB X.1I 

PERSYARATAN 

Pasal28 

Persyaratan administrasi Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 , dengan melampirkan antara lain : 
1. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas 

Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap. 
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy izin Mendirikan Bangunan (1MB). 
4. Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
5. Foto copy bUktl lunas PBB. tahun tElrakhir. 

BAB XIII 

MEKANISME DAN PROSEDURTETAP 

PasaJ 29 

Mekanisme pemu~utan Pajak Reklame dengan cara dibayar sendiri 
(Self Assesment) adalah sebag~i berikut : 
a. Pendaffaran 

1. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajlb Pajak setelah 
dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran. 

2. Menerirna dan memeriksa kelengkapan formulir ~ndaftaran yang 
telah diisi o!eh Wajib Pajak da.n atau yang diberi kuasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar 
Formullr Pendaftaran dlOerf tan<la dan tanggal penertmaan · dan 
selanjutnya dicatat dalam Daftar lnduk Wajib Pajak, Dafta.r WaTTb 
Pajak per-9olongan serta dibualkan Kartu NPWPD. 

3. Apabila belum lengkap pe~yaratannya, formulir lampirannya, akan 
dlkembalikan kepada Wajib Pajak se<;:ara tertulis untul< 
melengkapiny.:1. · · 

b. Pendataan 
1. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD). 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendalaan 

(SPTPD) yang telah diisl oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, 
apabifa pengiSiannya benar dan lampirannya tengkap. dalam daflar 
SPTPD diberikan tanda dan tanggal penerimaan, apahila betum 
lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. 

3. Mencalal data Pajak dalam kartu data dan Ice da!am daftar SPTPO 
Wajib Pajak Self Assesrnem. 
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c. Penetijpan 
1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasc,3rkan 

SPTPD dicata1 kedatam kartu data. 
2. Membuat Nota Perhilungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil 

pemeriksaan atau kete~ngan lain, dengan cara menghitung jumlah 
pajak terutang dan jurnlah kredit pajak yang diperhilungkan dalam 
kartu data. 

3. Apabila pajak terutang kurang alau tidak dibayar, rnaka diterbitkan 
SKPOKB. 

4. Apabila tidak lerdapal s_elislh antara pajak terulang dan kredil 
pajak, maka diterbitkan SKPDN. 

5. Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama seb.agai akibat 
aitemukannya data baru. maka dite.rbitl<an SKPDKBT. 

6. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang. maka 
oiterbltkan ~KPDLB. . 

7 . Set~lah pembuatan Neta Perhitungan Pajak, sefanjutnya 
menyerahkan kemball Kartu Oc3ta kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Men·erbitkan Daflar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN 
alas dasar Surat ketetapan Pajak Daerah tersebul diatas. 

9. Sufc!t ketetapan ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan atas 
n-ama Kepala Dinas dan Daftar $Ural Ketebi!pan tersebut di atas 
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing -
masing disiapkan tanda terlmanya. · 

10. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPOKB. SKPDKBT, 
SKPDN, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing 
tanda tenma dim mengembalikannya. · 

11. Jurnlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 -O/o (dua puluh lima 
persen) dan Pokok Pajak aan junilah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100 % (seratus persen) dari Pokqk Pajak. 

12-. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau 
kurang dlbayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN paling lama .30 (liga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPOKBT, SKPDN diterima dapat memberikan 
sanksl administrasl berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
.bulan menerbitkan STPD. 

Pasal 30 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, 
penagihan, kegia1an pembetulan, pembatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminlslrasi 
serta pengembalian kelebiflan pembayaran, sama dengan prosedur 
pemungulan pajak dengan cara Sistem Ketetapan (Official 
Assesment). 

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Reklame berdasarkan cara 
Penetapan (Official A51;esment). 

a. Pendaftaran 
1. Mengfrim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setel;,ih 

dicatat dalam daftar forrnulir pendaftaran. 
2. Menerirna dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran 

Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalarn daflar forrnulir ,pendaftaran diberi tanda dalam 
Daftar lnduk Wajib f'ajak, Daflar Wajib Pajak pergolongc1n 
serta dibuatkaan Kartu NPWPD. 
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3. Apabila tidak memenuhi per:syaratan dan belum lengkap 
la'mpirannya, akan dlkembalikan kepada Wajlb Pajak se<,ara 
tertulis untuk melengkapi fampirannya. 

b. Pendata.an 
1, MenyiE!pkan formuflr pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak 

setelah dicatat dalam claftar SPTPD. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan 

(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya \engkap 
dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal 
penerimaan, apabila belum lengkap dikemba!lkan kepada 
Wajib Pajak untuk melengkapi. 

3. Mencatat data Pajak d_alam kartu data yang selanjutnya 
dlserahkan kepada Unit Kerja yang membidangl untuk proses 
penetapan. 

c. Penetapan 
1. Membuat nota perhilungan Pajak Daerah alas dasar kartu 

data 
2. Mene.rbl\Kan SKPD atal.i SKPDT jika \erdapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas 
dasar nota perhituogan Pajak Qaerah dan membuat daftar 
SKPD~KPDT. 

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja 
Penetapan alas nama Kepala Oinas dan daft:ar ~KPD atau 
SKPDT ditanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4. Menyerahkan copy daflar S.KPO atau SKPDT kepada Unit 
Kerja yang membidangi pembukuan penerfmaan. penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak. 
6 . Apabila SKPD atau SKP.DT yang dilerbitkan tidak atau kurang 

dibayar setelah lewal waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPO a.tau SKPDT diterima dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bufan·dengan manerb.itkan SPTPD. 

d. Penyetoran 

Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terd.iri dari : 
1. Bank· Sumsel yang disediakan di karitor Oispenaa Kota 

Palembang ·dengan KOde Rekening Nomor : 150-30-00001 . 
Penyetoran yang telah divalidasi didistribusikan kepada 
Bendah.ara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispend~ 
bertugas : 
a. BKP menca~t dan menjumlahkan SSPD yang telah 

dlVafidasi dan dicatat dalam buku pembantu pe(lerimaan 
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan 
selanjutrtya <libukukan dalam Buku Kas Umum. 

b. Bendahaia KhusiJs Penerima secara perfodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Knusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas. 

c. Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 
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2. Penyetoran melafui Kas Daerah pada Bank Surnsef Cabang 
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening 
Nomor : 150-30-00001 terdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai 

dengan media surat ketetapan dan media penyetoran 
SSPD dan bukti setoran Bank. 

b. SSPD dltanda tangani dan dicap oteh Pejabat Kas DaeFah, 
maKa lembar pertama dari SSPP dan bukti setoran Bank 
diserahkan kemba!i ke Wajib Pajak. 

c. 2 (du·a) tembar tindasan SSPD dikirim oteh Kas Oaerah ke 
Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah 
yang dilampiri bukti setoran Bank. 

d. Bendahara Khusus Penerima, setetah menerima media 
penyetoran yang telah dlcap oleh Kas Daerah dicatat dan 
dijumlahkan dalam buk.u pembanlu penerimaan sejenis 
melalui Kas Daerah dan setc1njutnya dibukukan dalam Buku 
KasUmum. 

e. Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan) 
menyiapkan taporan reatisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan .dlketahul ol~h Kepala Dina~. 

f. Oidistribusikari ke Unit Kerja terkait sebagai laporan. 

e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

1. Angsura·n Pembayaran 
a. Menerima·surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelltian unluk dijadikan bahan dalarn 

persetl,ljuan perjari]ian angsuran oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Oaerah. 

c. Men:ibuat sural perjanjian angsuran/penolak~n angsuran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Oinas, dan apabila 
permohonan disetujui ~tanjulny.:1 dibuatkan Dafter Surat 
Perjanjian Angsuran. · 

d. Menyerahkan Sural Perjanjian Angsuran J Penolakan 
angsuran kepada•Wajib Pajal(. dan Daftar Surat Perjanjian 
Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait. 

2. Penundaan Pembayaran 
a. Menerima .surat permohonan penundaan pembayaran dari 

Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan datam 

pemberian persetujuan penundaan pcmbayaran olel, 
Kepala Oinas. 

c. Membuat surat perseiujuan penundaan pembayaran / 
penolakan penunoaan pembayaran yang ditanda langanl 
oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan 
daftar persetujuan penundaan. 

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayarnn 
kepad~ Wajlb Pajak dan d~ar pei selujuan penundaan 
kepada unit-unit lain yang terkait 

f. Pembukuan dan Penetapan 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kotom pene1apan 
yang tersedia atas dasar SPTPD WaJib Pajak Self 
Assesment. daftar SKPD, dafter SKPDT, daftar SKPDN. 
daftar SKPDLB dan daftar STPD. 
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b. Mencatat kedalarn buku Wajib Pajak sesuai NPWPD dari 
Wajib Pajak masing - masing pada kolom p~netapan yang 
terseciia alas dasar SKPD, SKPOT; SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, dan STPD. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tercatat dengan 
mernberi nornor urut file. 

2. Pembukuan Penenmaan 
a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 

yang tersedliii atas da$ar buku penerimaan ·$ejenis dan 
daftar bukti pemidatibukuan. . · 

b. Mencatal kedalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWP 
dari Wajib Pajak pada k61om penyetoran yang tersedla at13s 
dasar validasi dari SSPD dan buk1i pemindahbukuan. 

c. Mengarsipkan atau menyimpan selurtth dokumen yang 
telah dica\a\ dengan memo.en nomor uru\ file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat laporan realisas.f penerir:naan Pajak Daerah atas 

dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 
perJenrs pajak dan daftar tunggakan Wajib Pajak. 

b. Membua\ lap0ran reali$3Si eetoran maea (Sislem Self 
Assesment). 

g . Keberalan dan Banding 
1. Penyelesaian Keberatan 

a. Menerima s1,1rat permohoni!ln keberatan dari Wajlb Pajak. 
b. Menelili ketengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, 

diteliti dan diperiksa kembali, dibuat laporan hasil 
penelitian. · 

c. Laporan ke Kas Daerah untuk dlteliti dan dipertimbangkan 
apakah permohonan keberatan dapat diterima atau lidak. 

d. Menyampaikan berkas keberatan Wajib Pa1s1k disertai 
Pertimbangan Kepala Dinas kepada Wafikota untuk 
pembuatan Keputusan, balk penerimaan atau penolakan 
temadap ke.beratan yang diadukan oleh Waflb Pajak 
tersebut. 

e. Pembuatan Surat Kepulusan· y_ang ditanda tangani oleh 
Waiiko1a atau Pejabat yang ditunjuk. berupa menerima 
seluruhnya atau sebagaian, menolak atau menambah 
pajak terutang. 

2. Banding 
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa lidak 
puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai l\eberatan 
yang diajukan, maka Wajib Pajak yang betsarigkutan masih 
memp.unyai hak untuk mengajukan permohonan banding 
kepada Sadan Penyelesaian Sengke.la Pajak (BPSP) sesuai 
dengan ketentµan yang berlaku. 

h. Pena_gihan 

1. Penagihan dengan Surat Teguran 
a. Men'ibuat Dafter Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari 

setelah batas wak:tu jatuh tempo pembayaran. 
b. Menerbilkan Su.rat Teguran. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 
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2. Penagihan dengan Surat Paksa 
a. Membuat daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang 

.setelah lewat waktu 21 (dua pulph satu) hari setelah 
tanggal Surat Teguran belum menyetorkan pajak terutang. 

b. Men~rbitl<an Surat Paksa dari daftar Surat Paksa. 
c. Mengirimkan/menyerahkan Surat paksa kepada Wajib 

Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak. 

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyilaan : 
a. Membuat daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

untuk Wajib Pajak yang belur:n melunasi hulang p_ajaknya 
2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa. 

b. Penert>itan Surat Perlntah Melaksanakan Penyltaan. 
c. Pelaksanaan penyitaan ol$h Juru Sita dengan menyegel 

barang-batang milik Wajib Paiak yang boleh disita menurut 
perundang-undangan yang ctirlnci pada Berita Acara 
Pelaksanaan Sita. 

4. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan lelang 
a. Membuat daftar Surat Permiritaan Pelaksanaan Lelang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasl hutang pajaknya 
sampai dengan berakhimya batas waktu 14 (empat belas} 
hari sejak t.anggal Surat Pelaksanaan Penyitaan. 

b. Memertksa harJ. tanggal dan Jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kepala Dinas dan pemiintaan penegasan kepada 
Sadan Urusan Piutang dan Lelang NE!gara (BUPLN) . 

. c . Menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan pengumurnan lelang. 

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, temggal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang 
a. Membual daftar Surat Pencabutan ·Penyi1aan unruk Wajib 

Pajak yang telah melunasl hutang pajaknya sesudah 
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penynaa11 sampai 
dengan se6elum pengumuman lelang. 

b. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaai:i. 
c. Pela~s1maan pencabutan pehyifaan dengan pernbualan 

Serita Acara Pencabutan Penyitaan. 
d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitc1an. 
e. Monitoring penyetoran Wajib Pajak sepertl butir 1 di atas 

untuk mengetahui WaFb Pajak yang telah rnelunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan 
$ebelum pelaksanaan lelang. 

f. Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuma11 Lelang. 
g. Penernitan Surat Pencabutan Pengurnuman lelang. 
h. Mengirimlme.nyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman 

Letang oleh Juru Sita Pajak. 

6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Seketlka dan 
Sekaligus: 
a. Membuat d~r Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus {SPPS dan S} untuk Wajib Pajak yang belum 
menyetor. 

b. Menerbitkan Surat Perintah Peria_gihan Sekelika dan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Dattar Surat Perintah 
Penagihan Seketlka dan Sekallgus. 
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i. Keglalan pembentulan, pembatalan, pengurangan ke1e1apan 
dan penghapusan atau pengurangan sanksi adrninistrasi : 

a. Menerima surat permohonan pembetulan. pembatalan, 
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dari Wajib Pajak. 

b. Meneli:ti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ket~tapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi Wajib Pajak. setelah dilakukan penefitian 
dan bila perlu dilakukan pemenl<saan, dibuat laporan hasil 
penelitlan. 

c. Menyampaikan laporan hasil penefitian kepada Kepafa Dinas 
at~s p~rm~honan Wajlb Pajak. berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila permohonan ditofak dan Surat Kepulusan 
Pembetulan apabila permohonan diterima.. 

d. Membual Sura! Kepulusan yang dilanda. langani oleh Kepala 
Dinas atas permohonan Wajlb Pajak, berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila pe,mohonan ditolak dan Surat Keputu~n 
Pembetulan apabila permohonan ditenma. 

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan 
t1?mbusan kepaaa Unit Kerja Penetapan .dan Unit Kerja 
Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Oaerah. 

j . Pengemballan Kelebihan P~mbayaran : 

a. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan 
pem):layaran pajak, melakuk.an pemeriksaan dan m~bua\ 
laporan· pemeriksaan ditanda tangani oleh Petugas dan Wajib 
Pajak. 

b. Mencalat ke kar1u data, selanjutnya diserahk.an kepada Uni~ 
Kerja perhitungan untuk dilakukan perhilungan penetapan 
kele_bihan pembayara.n pajak. 

c. Memperhitungkan deng·an utang/tunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya ulang atau lidak, kemudian dibual Nota 
Perhitungan. 

d. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain temyata 
kelebihan pembayaran pajak, kurang ataµ sama dengan 
uta_ng pajak lalnnya teraebut maka Wajlb Pajak menerima 
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran 
kompensasi dengan pajak terulang dlmaksud, karenanya 
SKPDLB lidak diterbilkan. 

e. Apabila utang pajak setetah diperhitungkan/dikompensasikan 
dengan keleblhan pembayaran pajak temyata lebih, maka 
Wajlb Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan san 
sebagai bukti pembaya.ran/kompensasi dan SKPOLB harus 
diterbitkan. · 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan 
diproses untt.Jk diterbill<an SPMKPD dan ditanda langani oleh 
Walikola. 

g. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak 
sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU. 

(3) Mekanisme dari Prosedur Tetap pemungutan Pajak Reklame 
adalah sesuai dengan skema alur sebagaim.ina tercantum dalam 
lampiran IV dan merupakan bagia.n yang tidak dipisahkan dengan 
Per.aturan ini. · 
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Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota 
Palembang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme dan 
Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dc1n dinyatakan 
tidak berlaku. 

Peraturan in1 mulc1i berlaku pada tan(lgal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan inl, dengan penempatannya dalam 
Serita Daerah Kota Palembang. 

O(\ffld:m9.\an di -l'Uteml,ji.ng 

Pad, t>OQj>"l I.I, - ~ - 201 :1. 
$.Xlt.."fAJliS DAEAAH 

~OTA PALEM8ANv 

Cum:>~ -- . 
- ~ -.I K(r.A"1>,\C~O-

'i~HUH 2011 IIOJ60F! s.i 

Oitelapkan d1 Palembang 
pada tangg~l l& f~..,i:,.r , 2011 

W LIKOTA PALEMBANG, 

H. DOY SANTANA PUTRA 
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LAMPIRAN I PERATURAN WAllKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 1.S TA,HUN 2011 
TANGGAL : '.L'- - '2. - 2011 
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK REKlAME 

PAFTAA JENIS REKl,AME, NII.Al JUAl QAN BIAVA PEMASANGAN REKlAME, LQKASI DAN NlLAI STRATEGIS, QAN TARIF PAJAK 

JENIS REKLAME 
NllAI JUAL DAN BIAVA 

PEMASANGAN REKLAME 
LOKA51 DAN NILAl STRATEGIS TARIF PAJAK KETERANGAN 

(M~) (M') (2S !IS) , • . .. ' b 

REKLAM E MEGATRON Rp 1,000,000 l , Kawa5on khU5U$ (6,1) RP 1,525,000 Olhltung per but.n, Jlk• kurnng darl 

2. Pertokoan / Sentral Blsnls (S, 7) Rp l,425,0.00 satu bulon mnka dlhliung·sntu 
bulan 

3. Kawasan Campwan (S,SJ flp 1.375,000 

I 

4. KelosJalon A (5.2} Rp 1.300,000 

5, Y.clns Joi an II (~,OJ Rp 1,250,000 

6, Kelos Ja1on C (4,91 flp 1,225,000 

REKLAME MULTI VlSlON 

2 • 'I Penonyong;,n Rp 400,000 1, K~wn1on khU$US 111,ll RP 610,00() Dlhicuns pe-r cahun, Jlka·kurang dar1 

2. Penokoan I Senttal Bl~nl~ (5, 7) AP 570,000 ~tu tahun mnka dlhltung sotu 
1ahun 

3. Knwasan C~mpur,111 '(S,S) Rp SSD,000 

4. Kelos Inion A (5,21 flp 520,00.0 

s. ~ela~ Inion El (5,0J Rp 500,000 

6. Kelas Jolan C (4,9) llp 490,000 

S • 8 Pcnonynng;sn Rp S00,000 1. Kowasan khusus (6,ll RP 762,500 

2. Pertokoon / Se111rnl 8°lsnl$ (S,71 Rp 712,500 

3. l{awasan Campurnn (S,S) RP 687,500 

-1. Kela>Jalon A f!i,21 ~p G!i0,000 

S. Ke las Jolon ll (5,0) Rp• 625,000 

6. KelasJalan C {4,9) Rp 612,S()O 



NO JENtS REKLAME 
NILA! JUA.l DAN l!.tAYA 

PEMASANGAN REKLAME 
LOKASI DAN NILAI STRATEGIS TARIF PAJAK KETERANGAN 

(M' l (M') (25 " l 
, L , • > • 

U!blh dar! 8 Pt,nanyongan ~p 600,000 1. Ka,vus.,n khusus (6,1) tip 915,000 

2. Pol'tokoan / Sentral Blsnls (S. 7) Rp 855,000 

3. Kawa.,in Campur~o (5,Sl Rp 825,000 

4. KelnsJalnn A (5.2) Rp 780,00.0 • 

s. KelnsJalnn B (5,0) Ai> 750,000 

6. KclosJalvn C (4,9) Rp 735,000 

\ 
3, REKLAME PAPAN (BILLBOARD) Rp 175,000 l. Kowasan khusus (6,1·) Ap 2.66,875 Olhl1u11g per tahvn, Jl~a ~ur;ing darl 

(Papan Mork, Tlang Pancang, 2. Portokoan / Sentrol Blsnls 15,7) RP 249,375 
s111u rah·un mnlro dlhltung sotu 
tohun kecuall untuk tekl.irric tldak 

Panel, Ballho, Noon Box, Neon Slan, 3, Ka·wasnn C~mpuran {S,S) Rt;> 240.625. pormoncn dlhltUng pcrbulon 
Hurul Tlmbul, Tin Plot, Branding, 4. Kelos Jnlbn A (5,2) Rp 227,500 ~urang,darl sntu ~ulan dlhltung 

Rombong, SUpcrdesls, Giant BIiiboard s. Kelas Jalen B (S,O) Rp llS.750 pcrbulon. 

Reklamc Apung (Kendoraan Air) 6. KolasJalon c {4,91 Rp 214.375 

vans diam ditcmpot 

q_ REKLAME l<AIN ( INS.EDENTIL) 
• Cover Snlho, Spnaduk, Umbul-umbul, RP 3,000 1, Kawasan khusus (6,ll Rp 4,575 Olhlluf'l8 p~rmlnggu, jlka kumng 

LJayarToko !Sun Screen), Tondll, 2, PertOkoon / S~ntrnl Blsnls (S.7) Rp 4,275 darl s.itu IJ)lnasu ma~a dlhltUng 

V Banner, T Banner dll satu mln11j!u, 
3, Kawasan Campuran 15,Si Rp 4,12S 

4, Keias Jalan A (S,2) Rp 3,900 

5, Kelns Jnlan B ($,0) I Rp 3,750 

6, l<i!lnsJnlan C (4.9) Rp 3,67S 

• fLAGCHAIN Rp 1.500 l<ws. Cnmpuran 15,S) Rp t.062.50 blhltung Pc<hari 

• Scle~ran {Le0Ac1) 

•·Borwana R~ 1,200 Kws. Campuran (S,S) RP l,650 Olhltung Pcrh0rr 

• Tldak Bcrwarna Rp ·700 Kws. Compuron (S,S) ~p 962.50 Olhhung Pcrtiarl 

• Stlc1<er / Poster Rp 1,250 Kws. camputan /s,s) tlp 1,718,75 Olhlturig Pcrha/1 



NO 

J 

s. 

6. 

7. 
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JENIS REKLAME 
NILAI JUAL O.AN BIAVA 

PEMASANGAN REl<LAME 

(M') 

' • 

REKLAME BERJALAN/REKLAME APUNG 

( MOBIL/ MOTC:>R/KENDARAAN AIR ) 

REKLAME BALON UOARA 

REKLAME PERAGAAN 

RP 1 ,000,•/ horl 

~p 

Rp 

DlundJ1ngltln clJ c,,alomluna 

""'"''""OO"' 11> • i. ao11 
SfK.ttl<tARJS OAEIWI 

KOTA Pi\l.E/,IBAlf\ 

3,000 

2,000 

LOKASI DAN NILAI STRATEGIS 

(M') 

" 

Kw$. Co.rnpuran (S,5) 

Kws. Campuran (SjSl 

Kws. CampurM (S,S) 

c,,1.,1.::~ .. ;,;-==: 
DERJ1A OAl,AAH KOTA PALEMBANG 

TAl!Ulr:q1 1. 1/?MQR tt. 

TARIFPAJAK KETERANGAN 

(25%) ,, 0 

Rp 501,111S Olhltun9 pcrmhun flkn kur;ing d~rl 
saru 1BhUn moka dlhltung SDt1J 
tahun 

Rp 4,125 Dlhltung Perhari 

Rp 2,750 Olhltu11a p_ermlnggu. J11<a kurans 
saru mlnBSu makij dlhituna s.atu 
nilnssu. 



NO 

BOBOT 

1. 

2. 

3. 

,... 
4. 

5. 

6. 

LAMPIRAN II PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 

NOM OR : 1.~ TAHUN 2011 

TANGGAL : lr, - 1. • 2011 

TENTANG : PERSYARATAN, M~KANISME DAN PROSEDUR TETAP 

PEMUNGUTAN l'AlAK REKLAME 

DAfTAR BOBOT BERDASARKAN LOKASI. LUAS REKlAME, SUDUT PANDANG DAN KElAS JALAN 

LOKASI LUAS REK.LAME 

40% 

LOKASI 

KAWASAN KHUSUS 

PERTOKOAN / 
51:NTRAL OISNIS 

KAWASAN CAMPURAN 

KELAS JJ\J.J\N A 

KElASJALAN 8 

KElAS IAlAN C 

Ofuatbng'kan en ~ flC"t:u,ng 
...... -..... l-4 • ?. • 2011 

SEJIRETARIS 0-
KOTA PALElle.Allll 

NILA! 

10 

9 

8.5 

7.75 

7.25 

7 

c:::~ - ' 
. BERfTIHlAEl!AH KOT/\ PAUJ,ll!Ah'G 

TAIIUN2ol1 H~ R ,-q 

15% 

NUAI 

4.25 

4.25 

4.15 

4.25 

4.25 

<U5 

suovr PADANG l<IlAS JAlAN 

30% 15% 

NllAI NIIAJ 

2 S.75 

2 5.75 

7. 5.75 

2 S.75 

2 5. 75 

2 5.75 

EDDY SANTANAPUTRA 



LAMPIRAN III PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 
NOMOR ii TAHUN 2011 

JENIS- JENIS KAWASAN KHUSUS 

TANGGAL '!b - 2 - 2011 
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

PE.MUNGUTAN PAJAK REKLAME 

L SIMPANG LIMA KAPT. A. RIVAi, SIMPANG CHARITAS, SJMPANG POLDA, SIMPANGTJ APl•API, 
SIMPANG PATAL. SIMPANG JAKABARING. 

2. PUSAT PERBELANJAAN / MALL SEJ>ERTI PTC MAU, PALEMBANG SQUARE, PALEMBANG INDAH 
MALL, KOMP. IBP, INTEflNASl0NAl PLAZA, DSS. 

3. JEMBATAN AMPIRA, S£PUTARAN BUNDARAN AIR MAN(::UR, BKB, JL JENO. SUOIRMAN 

4. SEMUA REKLAME DI MEDIAN ~N 

5 . TERMINALAlANG-ALANG LEBAR, TERMINAL KARVA JAVA,STASIUN K£RTI\PI\TI, DAN 

BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDOIN II 

Ol</~<11-
P•d•- LE, • 'l- 2011 

~9il\ETAR!S O>.ElWl 
HOYA PALalllAHG c::::::::~. 

BERITA DM!RAU KOTA PAlEIABAIIO 
TAHUN 2011 l<OMOR 1% 
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I 

" 
, 

\VAJmPAJAK 

,, ' 
' 

PENGAM131LAN 
KC:L,6811-IAN PEMBA Y ARAN 

LA;l.1'P1RAN IV r '.E.RATlfRA.~ WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR i~ 1'.ABUN 2-011 
TANGGAL 1.b ~i,.lifZ<..,AIZI 20U 
TE..~TANG : PERSY ARAT AN, MEKANJSME DAJ\" l'ROSED'lm TET Al' 

t>&MUNCOTAN PAJAKREKLAJ1,1E 

SKEMA A.LOR PEMlJNGliTAN PA.IAKREKLAME 

PENOAF1',\RAN. PENl)NrAAN PEN:YETORAN 
DA:-.i P6NETAPA1' 

I 

PEMB!TTI.J LAN, r EMOA1'ALAN, PENOURAt-OAN KETT~TAPAN 
DAN l'tNGHAPUSAN A:fAU PENGURANGAN 

OJtmdm,gh,, ,JI r • lt""'9.btll'-U 

P.:.da lllno.ool U. - '?,... 20', J 
5EKf\ET• .ltolalWI 

t(OTA :-. · ... •..:.; 

~ 

SANKSJ ADMINTSTRASI 

, ....... u, ,.,n·: . • 
l. ,, ,, ~~f;.\11 Kl,)tl\ PAlEMBI\NG 

T,UIVN %01 1 NOMOR :I.'-

;\ NGSI.JRAN DAN PP.Ri\.!OHONAN 
PJ:l',IUNl)Ai\N J>6MB/\ Y ARAN 

~ 
PEMtlUKUAN 

PAN PE.1, APORAN 

l 
KEBBRATAN DAN .BA!l.'D'INO 

' ! 
PENAOLHA.\I ,. 

' 

WAJ.IT<OTA PALEM13ANG, 

fl. tl>DY SANTAl',A POTRA 


